 BUPATI BENGKALIS

' PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA BESARAN BANTUAN HONORARIUM
DAN  TUNJANGAN PENGHASILAN BEBAN . KERJA = ASISTEN  FASILITATOR .-
, KABUPATEN (AS- -FASKAB), FASILITATOR KECAMATAN PEMBERDAYAAN (FKP),
' FASILITATOR - KECAMATAN ~ TEKNIK *  (FKT)," OPERATOR KOMPUTER
'DAN TENAGA ADMINISTRASI PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
‘ MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI ‘
. Co KABUPATEN BENGKALIS C :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| BUPATI BENGKALIS

~Menimbang : a. - bahwa : dalam rangka menanggulang1 kemlskman
: R S di Kabupaten Bengkahs, perlu dllaksanakan program
- yang - berkesinambungan sebaga1 ‘usaha yang terencana
“dan bertahap untuk merungkatkan pendapatan masyarakat
di ‘perdesaan ‘- serta pemerataan  pembangunan dan

~hasil-hasilnya melalui Program Nasional Pemberdayaan
' ;Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integra51 Kabupaten, o
‘Bengkalis; L _ ; :

~b.  bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Nasional .
‘ '-,'Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) © Mandiri = Perdesaan = -
~ Integrasi Kabupaten Bengkalis, - perlu - dilaksanakan
o '-'pendamplngan “dan- pengendalian serta ‘penempatan
_‘Asisten - Fasilitator Kabupaten - (As -Faskab), Fasilitator ~
 ~Kecamatan Pernberdayaan (FKP), - Fasilitator Kecamatan
‘Teknik (FKT), Operator Komputer dan Tenaga Administrasi
pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
_};Mandm Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis; - \

- ‘¢c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud“f _
. dalam huruf a  dan huruf b, perlu - menetapkan . -
- Peraturan Bupat1 - Bengkalis tentang Tata -~ Cara

e _'Pelaksanaan ‘Tugas dan Fungsi- serta Besaran Bantuan

- Honorarium dan ’I‘unjangan Penghasﬂan Beban Kerja Asisten .

. Fasilitator. Kabupaten (As-Faskab), Fasilitator Kecamatan- o

- 'Pemberdayaan (FKP); Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT),
" Operator Komputer dan Tenaga Administrasi pada Program-
- Nasional - . Pemberdayaan Masyarakat - (PNPM)  Mandiri

‘ Perdesaan Integra31 Kabupaten Bengkahs ’ S

Mengingat : 1. Undang Undang iy Nomor 12 Tahun 1956
R R ~tentang - Pembentukan - Daerah Otonom Kabupaten »
. dalam ngkungan Daerah Provinsi Sumatera ‘Tengah
" . (Lembaran Negara Repubhk Indones1a , Tahun ‘ 1956 R
- Nomor 25), s e TR TR ey o o
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan = Lembaran g Negara ;Repubhk : Indonesia

~ Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

-~ Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang.

Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran v Negara Repubhk In_dones1a Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan’ ‘Lembaran  Negara Republik L

Indonesia Nomor 4844);

. ‘Undang-Undang Nomor 33 Tahun = 2004 tentang' A
‘Perimbangan = Keuangan antara- Pemerintah Pusat dan
‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia“
‘Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438); , ,
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang |

- Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran

- - Negara Repubhk Indonesm Tahun 2011 Nomor 82,

" Tambahan - Lembaran - Negara Repubhk Indon'esia,
Nomor 5234), R

.~Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

-Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
. Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia = -
Nomor 4578); f

J ‘Peraturan Pemerlntah Nomor 73 “Tahun 2005 tentang
‘tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara

‘Republik Indones1a Nomor 4579), R : ‘
‘Peraturan " Pemerintah = Nomor ~ 79 Tahun 2005

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan‘

“Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

1o

Republik Indones1a Nomior 4595);

Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan -antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi- dan Pemermtahan Daerah
- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara ‘Republik - Indonesia

11,

12.

13

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan- Lembaran Negara
.Repubhk Indonesia Nomor 4737), o '

Peraturan- Pres1den ‘Nomor 13‘ Tahun 2009 tentang
“Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; :

"‘.Pcraturan ‘Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;. :

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang

'Pembangunan Berkeadllan




14 Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 38 Tahun 2007» CEEL

tentang Kerjasama Desa

215.:"Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 51 Tahun 2007

tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan ‘ Berba51s

i ,Masyarakat

 16.‘ Peraturan Menten Dalam Negerx Nomor 66 Tahun 2007
e tentang Perencanaan Pembangunan Desa .

17 Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 . .

- tentang  Tim - Koord1nas1 Penanggulangan Kemiskinan
e Prov1n31 dan Kabupaten/ Kota Co sl

18. Keputusan Menter1 Dalam i Négeri Norﬁor :
- . 414.2-070-I-Tahun = 2013. tentang Penetapan Kuasa

"‘}"‘.Pengguna Anggaran/Pengguna Barang “dan  Pejabat S

| “Pemungut Penerimaan Negara pada Kegiatan Urusan

i Bersama (UB) Program Naswnal Pemberdayaan Masyarakat '

Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) 'I‘ahun Anggaran 2013

‘Vf“1‘9'.,fPeraturan Daerah Kabupaten‘ Bengkahs Nomor 12

Tahun 2007 - tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah .

" Kabupaten Bengkahs Tahun 2007 Nomor 12), :

o 20 Peraturan Daerah Kabupaten' Bengkahs Nomor 13

Menetapkan

e Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah .

Kabupaten Bengkahs Tahun 2007 Nomor 13);

2'"1;'v~peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs 7 Nornor 07, e

- Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ,
. Daerah’ Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten

:   1., ‘Bengkalis- Tahun 2008 Nomor 07);

‘22.[Peraturan g Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 2

~. Tahun 2012 “tentang Orgamsam - dan ‘Tata Kerja
“_~Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga  Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

- (Lembaran - Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2012

| T‘“Nomor 2);

'_231." Peraturan Bupat1 Bengkahs Nomor 53 Tahun 2011

‘tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan Partlslpatlf

di Kabupaten Bengkalis (Berlta Daerah Kabupaten Bengkahs 7 e

rTahun 2011 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

:”PERATURAN BUPATI TENTANG ' TATA : CAR‘A'

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA BESARAN

. BANTUAN HONORARIUM:  DAN . TUNJANGAN

‘ "PENGHASILAN ‘BEBAN ~ KERJA ASISTEN‘_ FASILITATOR
'KABUPATEN  (AS- FASKAB), | i; FASILITATOR "KECAMATAN
- PEMBERDAYAAN - . (FKP), = FASILITATOR ~ KECAMATAN

TEKNIK - (FKT), OPERATOR KOMPUTER. DAN TENAGA

~ ADMINISTRASI PADA PROGRAM NASIONAL' PEMBERDAYAAN .

MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI_
KABUPATEN BENGKALIS . R
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2

" BABI
'KETENTUAN UMUM

Pasal 1

4 Dalam Peraturan Bupat1 1n1 yang dlrnaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs » ‘
Pemerlntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah |

i sebagal unsur penyelenggara pemerlntahan daerah

: Bupat1 adalah Bupati Bengkahs

‘Kecamatan " adalah w1layah kerja Cyamat kseba‘gaii

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkahs,

G Camat adalah Kepala Kecamatan,

Desa» adalah - kesatuan masyarakat hokum | yang '

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang - untuk

* mengatur dan mengurus kepentlngan masyarakat setempat, -

berdasarkan asal wusul “dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemenntahan
. Negara Kesatuan Repubhk Indones1a

. 7Pemer1ntahan ~Desa adalah penyelénggraan uﬁisan' |
; pemerlntahan ~oleh . Pemerintah ‘Desa © dan Badan

Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

- kepentingan ‘masyarakat’ ‘setempat berdasarkan asal usul

- dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

T s1stem pemerlntahan Negara Kesatuan Repubhk Indones1a

10.

e Pemerlntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desak '
' '.sebagal unsur penyelenggara pemerlntahan desa ‘

. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD
‘adalah lembaga yang ‘merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebaga1 unsur
penyelenggara pemerlntahan desa :

Kelurahan - adalah wﬂayah kerJa Lurah‘ sebagai

; Perangkat Daerah Kabupaten Bengkahs ‘dalam wilayah. - .

1,
12.

: ’Kecarnatan, :
: Lurah adalah Kepala Kelurahan

-ASlsten Fasﬂltator Kabupaten SEIanjutnya‘ disingkat

< As- Faskab adalah petugas yang  berkedudukan

di tingkat Kabupaten yang diseleksi dan’ diangkat -

s ,dengan Keputusan Bupati serta diberikan penghasilan

 sesuai dengan ' peraturan perundang-undangan yang
- ‘berlaku : f \

13
’ 'FKP- adalah :petugas yang telah diseleksi dan -diangkat -
‘dengan Keputusan Bupati serta diberikan penghasilan -

Fasﬂltator Kecamatan ‘Perhbei"dayaan' selénjutnyd disingkat

. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

14,

berlaku

Fas1htator \Kecamatan Tekmk selanjutnya dlslngkat S
© FKT adalah petugas yang telah diseleksi dan diangkat
'dengan Keputusan Bupati serta diberikan penghasilan

sesuai - dengan = peraturan perundang-undangan yang
berlaku; R , -
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. Perdesaan Integrasi selanjutnya disingkat PNPM MPd
 Integrasi adalah - program perluasan dari PNPM Mandiri =
 Perdesaan. yang bertuyjuan = untuk mempercepat

I;rog:rar’n '»Nasibnval tPevmberdayaén",{; Masyarakat Mandiri

penanggulangan “kemiskinan = melalui - pemberdayaan

; - masyarakat untukvméWUjiid_kan peihb\angunan partisipatif; |
'i‘”,”,716;7Pé:t1‘.1'njuk'Tekﬁis ‘adalah pedoman yang mengatur secara
- teknis . mengenai penyelenggaraan  Program Nasional

Pembcrdayaap;Mz_iSyarakat‘ Mandiri Perdcéaan Integrasi; . =

a 17 Usaha ,Péfe_korivom‘ia’m _ Desa/ Keluréhaﬁj ';ac\ialah' “semua

~~ usaha -ekonomi yang diusahakan oleh ' ‘masyarakat -

Qs D"esa'/ Kclurahénb “dan untuk 'masyarakat Desa/Kelurahan
- baik secara perorangan atau secara kelompok; S

18. Unit .'~[pengé1015‘,  Kegiatan selanjutnya disingkat

- UPK adalah lembaga yang dibentuk: di tingkat Kecamatan -

21

yang mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) |

©-dan ‘kegiatan perguliran ‘dana untuk kelompok-kelompok R
... simpan pinjam khusus perempuan; = -

Tim- Pengelola Kegiatan selanjunta disingkat TPK adalah =
- . organisasi masyarakat yang dibentuk - melalui musyawarah =
-~ desa untuk mengelola dan melaksanakan PNPM Mandiri
SR j'f,Perde‘saanfdiItingkat'Desé; R TR
20, Program adalah penjabaran . kebijakan Desa/Kelurahan
~ dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
 dengan menggunakan sumber ‘daya ‘yang disediakan
-untuk mencapai hasil yang terukur  sesuai ~dengan
- 'misi Desa/Kelurahan; = © e

. _‘I{‘_é:giataﬁv aaélah kk:bag’ian"j'd!a;}'i program yang dilaksénakén 5

‘oleh ' - Desa/Kelurahan - sebagai . bagian dari
. pencapaian  sasaran terukur pada suatu program dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya =

~ baik ‘yang berupa personil (sumber daya manusia), barang

. modal termasuk peralatan dan -teknologi, dana atau
. kombinasi dari beberapa atau keseluruhan jenis sumber -
~_daya tersebut 'sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
- keluaran (out put) dalam bentuk barang/ jasa; - T
. selanjutnya disingkat ° RPJMDes ' adalah  dokumen
. perencanaan Desa untuk -periode -setiap 5. (lima) tahun

Rencana Pembangunan - Jangka ' Menengah Desa

- sekalp

£

Anggafaﬁ B Pendapatan o dan "»Bélanjé - Desa . selanjutnya
disingkat APBDes adalah  rencana keuangan tahunan

- pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama |

_pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa -serta -

| ditetapkan dengan Peraturan Desa.




- BABIIL
- KERANGKA KERJA PROGRAM

Pasalz

(1) Penguatan - integrasi ‘yang  dilaksanakan dalam rangka
- pelaksanaan otonomi daerah berupa hak, wewenang, dan
. kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
- sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat -
.. setempat sesuai  dengan peraturan perundang-undangan
~yangberlaku; o 8 R
(2) * Pemberdayaan. masyarakat dalam pelaksanaan penguatan -
~ integrasi merupakan sarana bagi  proses/upaya logis dan
- sistematis/terencana untuk meningkatkan kemampuan dan
~ kemandirian ©  masyarakat  agar  dapat = mengatasi
- bermasalahan yang dihadapi; - R :

(3) . Penguatan ‘demokrasi berupa penguatan integrasi- dalam
PNPM - Mandiri Perdesaan . Integrasi menjadi bagian yang
- tidak terpisahkan  dari penguatan - praktik ' demokratisasi -
~lingkup daerah (Desa). R O T "

- TUGAS DAN. FUNGSI KERJA ASISTEN FASILITATOR 'KABUPATEN (AS-FASKAB),
- FASILITATOR KECAMATAN PEMBERDAYAAN (FKP), FASILITATOR KECAMATAN Canel
-~ TEKNIK (FKT), OPERATOR KOMPUTER DAN TENAGA ADMINISTRASI ‘

- (1) Tugas dan Fungsi Asisten Fasilitator Kabupaten, adalah
- sebagaiberikut: - LT Y R A

- a. mensosialisasikan ~ Program - Nasional - Pemberdayaan =~ .
- "Masyarakat (PNPM)  Mandiri  Perdesaan ~ Integrasi =~
-~ Kabupaten  Bengkalis . kepada pemerintah  daerah, L
~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pelaku program
- Kabupaten lainnya; - S
~'b. memberikan bantuan teknis kepada Tim Koordinasi
~ Program - Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) B
* ‘Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis
- dalam pelaksanaan program di Kabupaten; =
¢ memberikan - dukungan = teknis = dan = bimbingan
© kepada Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dan
Fasilitator -~ Kecamatan = Teknik dalam pelaksanaan -
- kegiatan termasuk memberikan  rekomendasi dan =
' membantu penanganan permasalahan yang muncul; '

- d. memastikan ' pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
. .(PKD) yang berisi potensi, masalah dan gagasan Rumah'
‘Tangga Miskin (RTM) untuk membantu penyempurnaan |
©'dan/atau penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) Partisipatif; '

e. ‘fnefnfaSilitaSi -. terb.e_nrtukifdah bcrlgefriﬁangnya' Badan =
- Kerjasama Antar Desa (BKAD) serta forum lintas pelaku -

~di masyarakat;
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.- melakukan koordlna51 dan memblna Jarmgan kerja
dengan aparat/instansi terkait, ‘tokoh  masyarakat,
Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM), = Perguruan
~ Tinggi dan lain-lain dalam rangka mendukung penyebar
luasan  informasi, keterbukaan dan- pengawasan .
pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan
 Masyarakat - (PNPM) Mand1r1 Perdesaan Integrasi
Kabupaten Bengkahs SRS R o '

. melakukan koordlna81 dengan Satuan Kerja Perangkat_
- Daerah di lingkungan Pemermtah Kabupaten Bengkalis

~dalam rangka ' untuk meng1dent1ﬁkas1 program-program
lain = di luar Program = Nasional - Pemberdayaan
‘Masyarakat (PNPM) - Mandiri = Perdesaan Integrasi

o Kabupaten Bengkahs agar tldak ,terjadx tumpang
tindih; ‘ o

.‘melakukan pemerlksaan kuahtas dan kelengkapan

" usulan kegiatan sebelum diprioritas usulankan dalam

o Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Musyawarah Antar
.Kecamatan (MAK); . :

i. “melakukan pemeriksaaan dan ‘evaluasi terhadap
pelaksanaan proses kegiatan serta pengelolaan keuangan

. di Unit Pengelola Keglatan (UPK) dan Tim Pengelola
,Keglatan (TPK) - , oo

melakukan kunjungan lapangan untuk superv1s1 danf
momtorlng dalarn rangka memastikan ‘penerapan prinsip-
prinsip Program Nasional - Pemberdayaan Masyarakat

- . (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis

‘serta’ kebuakan dalam setlap tahapan program, mulai dari
tahap perencanaan, pencairan dan penggunaan dana
pelaksanaan serta pelestarlannya

‘mengadakan pertemuan bulanan dengan  Fasilitator

Kecamatan - untuk menerima dan memeriksa laporan

'qbulanan membahas permasalahan atau kendala yang
~ terjadi = serta memberikan “peningkatan kapa31tas

~ fasilitator  dan Wajlb membuat agenda  serta

\,melaksanakan In- Servzce Trazmng pada setlap rakor

e bulanan,

. mendokumentasikan dan mengars1pkan semua laporan,
rekaman . kegiatan, - tertulis, gambar/ foto, ﬁlm/v1deo
‘dengan ba1k dan benar; =

.ﬁbersama—sama melakukan evaluas1 bulanan ‘kinerja -

Fasilitator -Kecamatan dengan ‘indikator yvang telah

disepakati, kemudian melaporkan kepada Koordmator
Fas111tator Kabupaten,

. membantu Fasilitator chamatan dalam memberlkan
pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan
‘pelaku program di Kabupaten Kecamatan dan Desa;

. membuat laporan bulanan sesuai - dengan ketentuan
program  kepada Konsultan Mana_]emen Nasional
“melalui  Koordinator ' Fasilitator Kabupaten ~dan
Tim - Koordinasi Program Nasional “Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mand1r1 Perdesaan Kabupaten
 Bengkalis; I S




@

| p

q

membuat laporan akhlr penyelesalan keg1atan

melaporkan perkembangan keglatan beserta reahsa51

~penggunaan dana kepada Bupati Bengkalis  melalui

Tim Koordmasr Program Nasional Pemberdayaan"

~Masyarakat - (PNPM)  Mandiri ~Perdesaan Kabupaten

‘Bengkalis u.p. Penanggung]awab Operasmnal Keglatan‘
: Kabupaten (PJOKab), . :

,menJunJung tmggl kode etlk fas111tator dan konsultan -

~serta siap diberhentikan Jlka melakukan pelanggaran’vvr R
= terhadap kode etlk tersebut s PR

’l‘ugas dan Fung81 Fas111tator Kecamatan Pemberdayaan'

a,

: jadalah sebagal berlkut

menyebarluaskan dan‘ mensosmhsasﬂ{an .Program"f

~Nasional - - Pcmberdayaan  Masyarakat - (PNPM)
~Mandiri Perdesaan Integrasi - Kabupaten Bengkahs,
.kepada masyarakat dan ‘aparatur Kecamatan /Desa;

. memfa3111tas1 kader Permberdayaan Masyarakat Desa/ T

Kelurahan (KPM D / K) dalam pendataan Rumah Tanggaf

' MlSkln, L

. menyusun Rencana Kerja T1ndak Lan_]ut (RKTL) RO
: pelaksanaan keglatan bersama masyarakat dimulai -
; vdarl proses sos1ahsa51 hlngga pelestarlan keglatan

.'_memastlkan dan- memfa3111ta31 terlaksananya tahapan-ﬂ o
tahapan program d1mu1a1 dari tahap perencanaan,
~pelaksanaan dan - pelestarlan dengan ‘tetap.

» ‘memperhatlkan penerapan prinsip- prm31p program,

."memberlkan pelatlhan pelatlhan dan blmbmgan kepada‘ S
_masyarakat dan . pelaku-pelaku . Program Nasional =

F o Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandm Perdesaan

" Integrasi ‘Kabupaten Bengkahs di’ Kecamatan dan Desa

(Kader 'Pemberdayaan Masyarakat Desa, - Pendamping

.  Lokal, Tim Pelaksana :Kegiatan (TPK), ‘Unit Pengelola
\‘Kegiatan Tim - Penulis - Usulan’ -~ Tim. Penyusun-
" 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ~

T1m Pemehhara dan Tlrn Pengawas),

_ memberikan pelatlhan pelatlhan ~ dan bimbingan
' _-,;\{pemngkatan kapasitas pemermtahan ‘lokal, baik = -

~-di Desa dan antar Desa (Badan Permusvawaratan Desa,' o

."Kepala Desa dan Aparatur Kecamatan),

umemfasﬂltasx pembentukan dan pengembangan Badan; B
E ,Kerja Sama. Antar Desa (BKAD), ’

. jmembantu dan memfasﬂltas1 Desa dalam menyusun dan B
,]membuat Rencana Pembangunan Jangka = Menenegah =

- 'Desa (RPJMDes) dan Rencana Ker_]a Pernbangunan Desa
‘(RKPDes) ' B :

. melakukan ; pengawasan ~dan verlﬁka51 terhadap'
- proses pencalran dan penggunaan program untuk dapat :
:dlpastlkan penggunaannya .- secara terbuka dan sesuai i
‘dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya B
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j. ’memfasﬂltam dan membantu survei lapangan terhadap

usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang

" ‘menunjang kualitas hidup, seperti : bidang pendidikan
- dan kesehatan (dlluar bangunan atau prasarana);

.1dent1ﬁka31 kebutuhan bantuan teknis terhadap!

usulan kegiatan simpan pmjam pendldlkan dan-
kesehatan yang dlperlukan, ,» a

mengldentlﬁka31 kebutuhan i pengetahuan dan

keterampllan yang dlperlukan untuk memngkatkan

e kapa31tas masyarakat

. mengadakan “pelatihan ' secara - sederhana dan mudah

dimengerti masyarakat berdasarkan atas hasﬂ identifikasi

2 kebutuhan pengetahuan dan keterampllan

. membantu Fasﬂ1tator Keuangan Kabupaten dalam o
membimbing pengembangan hasil keglatan ekonomi dari -

. pelaksanaan Program  Nasional Pemberdayaan
- Masyarakat -~ (PNPM) Mandiri = Perdesaan Integrasi

'Kabupaten Bengkahs sebelumnya dan keglatan ‘simpan
plnjam ‘

0. mendorong : 'terc'ip’témyé' ‘mekanisme ‘kontrol  atau
pengawasan oleh masyarakat send1r1 ”

.'melakukan evalua51 bersama ; masyarakat terhadap-

pelaksanaan program ‘dan kinerja ‘pelaku  Program

Nasional - Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri -

Perdesaan Integra31 Kabupaten Bengkahs di Kecamatan

. dan Desa;

y melaporkan reahsas1 Rencana Kerja Tlndak Lan_lut (RKTL)
- dengan tembusan kepada Camat setempat u

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK),

i mengadakan rapat koord1nas1 bulanan di Kecamatan

; menghadm rapat ‘koordinasi bulanan di- Kabupaten dan

menyampalkan laporan perkembangan keglatan

menJunJung tinggi kode etik fas1htator dan konsultan'
- serta ‘siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran

B i ,terhadap kode etik tersebut

.,rmemastlkan pengelolaan dana di Umt Pengelola'

Kegiatan (UPK) sesuai dengan prosedur dan ketentuan,

~dan . secara. ~berkala  melakukan pemerlksaan
: terhadap pengelo]aan kas dan rekenlng

'I‘ugas dan Fung31 F‘asﬂltator Kecamatan Tekmk adalah
-sebagal berlkut

-a. membantu ; dan ' memberlkan_‘ blmbmgan - teknis

kepada seluruh kader Pemberdayaan‘ Masyarakat
Desa/. Kelurahan (KPM-D/ K),

‘b.‘rne‘nyusun : Rencanak Kerja Tlndak Lanjut (RKTL)

yang - disesuaikan . dengan . rencana pelaksanaan
keglatan masyarakat desa,
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~* survei  dan - pengukuran usulan kegiatan prasarana
- (termasuk. usulan sarana kesehatan dan pendidikan,

 seperti : bang‘unan";f's”ekblah, - bangunan pelayanan

. memfasilitasi dan membantu melaksanakan kegiatan

‘kesehatan); -

membants dan memberican bimbingan ki
- dalam - membuat - desain ' dan gambar  konstruksi,

- perhitung - volume da‘n; »1«:eb1’41tuhar‘i": 1 bahan/peralatan,
~ jadwal pelaksanaan .dan RAB  usulan prasarana
~ sesuai kaedah-kaedah teknis" dkengan':ri:rnempg:rhatikan '

- dampak lingkungan; -

. membantu 'mén‘gidéritiﬁkési kebutuhan yang diperlﬁl{an'," -

. terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti : pengadaan
- bahan dan alat, penggunaan alat berat ~dan melakukan -
- supervisi dalam pelaksanaannya; o
. memberikan  pelatihan - teknis konstruksi  secara
- sederhana kepada kader teknis ' dan masyarakat yang
~ melaksanakan' pekerjaan - konstruksi - pembangunan

. melakukan review Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

- terkait  dengan Jjadwal pelaksanaan ‘kegiatan

- di masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah =~

- berkaitan  dengan . kemajuan . pelaksanaan fisik e

o di 'lapangan;_ c

.'mémbaniﬁ - Fzélsilivtator’z ’,'Tek'_nik ';I{:ailbu‘pa'ten . dalam

- memeriksa kualitas dan kuantitas serta mengeluarkan o

" dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan

.

-dan " alat, hasil pekerj an atau ‘konstruksi bangunan

~dan penyelesaian pekerjaan prasarana; = -
n'ierknkfas';il\itas‘in ‘i‘)_,émbe\r:‘ltukan’; tir‘n‘ pemelihara_'keg_iabtan‘ .

- 'sejak awal pengajuan usulan dan memberikan pelatihan -~
~untuk . operasional - dan  pemeliharaan = prasarana -

'.ng'emba‘rlit'ﬁv“r‘nc'nghub;ingikahidéngari para pihak terkait,
‘baik .instansi - pemerintah maupun swasta - yang -

" berkaitan dengan jenis usulan kegiatan prasarana yang =

-ada . baik - di ~ wilayah © Kabupaten  maupun

. Kecamatan;

. 'mémbéﬁtﬁ _tugas  atau .aktifitas i’Alaing_yangF diperlukan

masyarakat dan tidak | bertentangan dengan prinsip
- dan  prosedur program ‘berkaita‘n'*‘"dengan'- kegiatan =
o prasarana; . Lo T

. melaporkan ‘kemajuan pénj/éICSaian‘ - 'masalah yang

o berkaitan "_denganu. bidang tugas - bim‘:b‘in‘gan' teknis -
. dan upaya penanganan yang ‘telah"dilakukan;' S o

~o-rutin;.

. rriengadékaﬁ rapat kobfdi}laSi bulanan ‘kdi‘_'Kécgmatan;‘ :
. hﬁénghadiri iirélrjat Al;::oordir;asi __bulaﬁan‘idi K’a>b‘}1'J.pjaktékﬁ dan

o ~menyampaikan laporan perkembangain- k'egiatan secara ‘

o. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan,
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Tugas = dan- Fungs1 - Operator :'Komputer : adalah '
sebaga1 berlkut

'~, _a ‘membantu Fasﬂltator Kabupaten membuat laporan

_ ;,.(5),:,
S berlkut

_balk laporan . yang menggunakan aphkas1 maupun
program lamnya

~:‘_b.~ berperan dalam pengecekan surat elektronlk (emall)

masuk dan ernall keluar

- c menglrlm data dan laporan ke plhak terkalt

d membantu pers1apan dan pelaporan pclaksanaan Rakor

Kabupaten

Tugas dan Fungs1 Tenaga Adm1n1stras1 adalah sebagai

ca. bertanggung]awab terhadap pengelolaan -dokumen

program;  baik - yang ber31fat keuangan maupun
non keuangan,

b mendokumenta31kan ‘dan mengar31pkan . semua

dokumen dokumen

Soc membantu per31apan . dan ' pelaporan pelaksanaan

A |
R B "Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik Kecamatan, diberikan

- bantuan honorarlum ~dan tunjangan penghas1lan beban
| bkerja
(2) -’ Bantuan honorarlum dan tunJangan penghasﬂan beban
-~ kerja sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) dlbayarkan
y setlap bu]an selama 12 bulan

@)

Rakor Kabupaten

Pasal 4

A81sten Fas1htatorj Kabupaten “Fasilitator Kecamatan

Besaran bantuan honorarlum dan tunjangan penghas1lan
~ beban kerja sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1)

adalah sebaga1 berlkut

e a. Asisten Fasmtator Kabupaten Rp S. 300 000,- per bulan

dengan r1n01an sebaga1 berlkut

Honorarlum Bt EUED TS DL PRI U Rp 2 500 000,-
TunJangan Perumahan o o0 - Rp. - 150.000,-
Tunjangan Komunikasi Rp. . 150.000,-
Transportasi ke Kecamatan -~ . Rp. 1.500.000,-
‘Perjalanan Dinas Rapat Koordmas1 - ~Rp. 750.000,-
di Kabupaten

Pelaporan =~ | - 'Rp 250 OOO
Asuran51 CHETRE L RO CR ,Rp 50 OOO -

b"'Fas111tator Kecamatan Pemberdayaan “dan. Fasﬂltator
Kecamatan Teknik sebesar Rp. 4. 500 000,- per bulan
dengan rmman sebagal bcrlkut
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 Honorarium ~ Rp.2.000.000,-

_Tunjangan Perumahan = " -~ Rp. '150.000,-
Tunjangan Komunikasi =~ =~ Rp. 150.000,-
. Transportasi ke Desa ~_ Rp. 1.500.000,-
 Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi - Rp.- 400.000,-

di Kabupaten -~ . -
- _Pelaporan . -~ . Rp. 250.000,-
~ Asuransi. ~ . Rp. 50.000,-

w

@

- (3)

T

’ c.l,lOpérator' | Koniputer dan ) Tenaga" Adminsitrasi

- sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan.

o BABIV o
'PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

 Pasal5

" Pelaporan - pelaksanaan Jprogramt merupakan prbses
- penyaluran informasi dari satu jenjang ke jenjang diatasnya;

Pelaporan ,pelak'sanavan program -’sébagaivm‘ana dimaksud
dalam ayat (1), meliputi sebagai berikut : '

Ca. Pei‘siapanrpelakSariaan dan peran serta masyarakat;

b. Perkembangank‘penggunéa'n dana; dari berbagai jenis
- kegiatan  yang dirinci dalam  komponen dan kategori
- serta sumber pembiayaan program; - -

: c .Perkemrbangan pelaksanaan kegiafén dan kéuangaﬁ; ;

- d. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan langkah- =

- langkah yang akan ditempuh.

- Pelaporan : pelaksanaan "p'rogram scbagaimaﬁa dimaksud
dalam ayat (1), harus sesuai dengan hal-hal sebagai berikut :

a.. Sésuai “dengan kebutuhan (terkait dengan tugas |
- dan fungsi penerima laporan); L '

b. Tepat waktu; akiirat,berfaéal dari sufnber yang tepat.
~ Pasal 6 _
‘Pémantaudh" pelaksanaan : program merupakan kegiatan

pengumpulan - informasi yang dilakukan secara periodik
selama - periode program - untuk ‘memastikan apakah

. suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana;

@

~ berikut ;

Pérﬁantauan pélaksanaan pfogram 'Sebagaimaha »din'laks‘ud" "
dalam ayat (1), dilakukan oleh pelaku program sebagai

a. Bank Dunia;

b. ‘Kohsu1tan‘,Nasion'al dan Provinsi; = -

c. L‘embaga‘i; yaﬁg ditUgaskan khusus untuk melakukan

- pemantauan (Inspektorat dan/atau BPKP);

d. Anggota;’  Dewan Pgrwakilari . "Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis;
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e Aparatuf i Péniérintah ' pada berbagai tingkatan
o (Tim - Koordmam - Pembinaan = dan Pengendalian

Kabupaten Bengkahs b Camat - setempat,
Kades/ Lurah setempat), . i =

. f Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerlntahanr'
Desa Kabupaten Bengkahs '

g. 'Fas111tator Kabupaten - B
h. Badan Permuswaratan Desa setempat

- l ‘ ”‘Masyarakat Desa/ Kelurahan setempat

! ~P1hak lain yang mempunya1 tUJuan unth perbalkan»
o "program dan kemandlrlan masyarakat

Pasal 7

Evalua31 pelaksanaan program merupakan keglatan yang
: bertujuan untuk mengukur - sejauh mana perkembangan dan

I ‘fkemajuan yang telah- dicapai = dalam' pelaksanaan program

selama periode tertentu yang dilaksanakan seécara parsial atau -
secara menyeluruh dalam setlap aspek: pelaksanaan | program - °
~yang memuat data dan analisa yang- menyeluruh, sistematis.

- serta -objektif - dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan

~program  sebagai ‘program unggulan dalam. penanggulangan
; kemlskman dan ketertmggalan 1nfrastruktur

AR BAB V: ; e
PENGHARGAAN DAN SANKSI

i Pasa18

1) ’;Bagl Asisten Fasﬂltator Kabupaten Fa31l1tator Kecamatan :
. Pemberdayaan, Fasilitator Kecamatan — Teknik yang
berprestasi dalam pelaksanaan tugas _dan - fu’ngsinya, }
_ diberikan penghargaan S SR

. ,v”(2)' Penghargaan sebagaxmana dlmaksud dalam ayvat (1), adalahv

: ‘sertlﬁkat trop1 dan bantuan lamnya yang tladak menglkat

- (3) ”'Bagl A31sten Fasﬂltator Kabupaten Fasmtator Kecamatan

e Pemberdayaan Fasﬂltator “Kecamatan Teknik yang

 melaksanakan tugas dan' fungsinya tidak sesuai’ dengan
' ketentuan dan- aturan program dlberlkan sank31

;'(4")‘ ‘Sank31 sebagalmana dimaksud dalam ayat (3) adalah
. sanksi adm1n1strat1f dan pemberhentlan ‘secara tidak -
L hormat

(5). Kr1ter1a penetapan pemberlan sank81 adrmmstratlf dan
' pemberhentxan secara. tidak hormat sebagaimana dimaksud

dalam ayat 4), sesuai dengan Surat Per_]anjlan KerJa (SPK)
yang bersangkutan




. "BABVI |
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Deng’an; dlberlakukannya Peraturan ‘Bupati  ini, maka
"+ Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata
. Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Besaran Bantuan -
* Honorarium dan Tunjangan = Penghasilan Beban Kerja Asisten -
Fasilitator .- Kabupaten (As-Faskab), Fasilitator Kecamatan -
Pemberdayaan (FKP), Fasilitator Kecamatan Teknik . (FKT) -
. pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
" "Mandiri Perdesaan Integra31 Kabupaten -Bengkalis, - dicabut
~dan dlnyatakan tldak berlaku ' o S

Pasal 10

| Peraturan Bupat1 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

‘Agar setlap orang dapat mengetahumya, ' memenntahkan,.
pengundangan Peraturan Bupat1 1n1 ‘dengan penempatannya :
~ dalam Berlta Daerah : : ‘

’ D1tetapkan di Bengkahs
pada tanggal

| ~¥-BUPATI

}

K,/HH LIYAN SALEH

Diundangkan a1 benngllb .
pada tanggal 13 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

" Drs. H. ASMARAN HASAN ,
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 3NOMOR 12



